STANDAR PELAYANAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

PELAYANAN PENGURUSAN PENGGANTI IJAZAH/STTB/SKHUN RUSAK/HILANG

PADA JENJANG SEKOLAH DASAR

A. Service Delivery

1 | Persyaratan - Surat pengantar dari Unit Pelayanan Administrasi Satuan
Pendidikan (UPASP) Kecamatan setempat

- Surat permohonan dari pemohon

- Surat kehilangan dari kepolisian (surat keterangan) asli

- Pasfoto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 1 (satu) lembar

- Fotokopi ijazah/SKHUN yang rusak/hilang (bila ada)

- Fotokopi buku induk siswa yang dilegalisir Kepala Sekolah

- Fotokopi buku raport lengkap (bila ada)

- Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa
orang tersebut benar-benar pernah menjadi siswa di sekolah
tersebut

2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Pemohon Pegichi Pemohon kembali m engurus ke
menguruske |—p| LI —> Pem ohon mengurus ke Dinas —»| sekolahasal untuk dibuathan Surat
sekolah asal Surat . Pendidikan Kabupaten, Jika berkas lsgtﬁfﬁﬂﬂl% Bmggam.t
dan meminta Kehil : lengkap. Pem ohon mendapat Ijazah/SKHUN SD
Surat shiangndi jel zhan tentang j \ /
Kantor penjelasanaranan tentang pengegaan &
Pengantar ke Kepolisan Surat Keteranzan Pengganti
i UPASP Vs‘ete-x'ﬁ‘;')‘a't. Ljazal/SKHUN SD. Berkasdiserahkan kembali ke Dinas
Kecaniatan Pendidikan untuk m endapatkan
pengesahan darn Kepala Dinas
Pendidikan
\ J
s N\ R
Pemohonmendapat.
—>| likaberkastidak lengkap. Pemobon. [ penjelasan/arahan tentang.
melengkapi berkas terlebih dahuly, pengeraan Suat Keteranzan,
Pengganti [jasah/SKHUN SD.
Keterangan : \ J/
Berkas dari Pemohon/Orang Tua/Wali berupa : l
1. Surat Permohonan
2. Fotokopi Ijasah/SKHUN SD (bila ada) P L N (" N
3. Fotok 1 buk 1t (bil d: ) erkas aiserankan Kkembpal Ke as I
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. S oo | | wniux b UALEan sural Agterangan
)i pengesahan da_n_kepala Dinas Pengzanti liazah/SKHUN SD
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Pengurusan tidak dipungut biaya
3 | Jangka Waktu Pelayanan| - Senin s/d. Jum’at
-Jam: 08.00 s/d. 14.00 WIB
- Jangka waktu penyelesaian : 2 (dua) hari kerja
4 | Biaya/Tarif - Tidak Dipungut Biaya ( GRATIS )
5 | Produk Pelayanan - Surat Keterangan Pengganti [jazah/STTB/SKHUN Yang
Hilang/Rusak
6 | Penanganan Pengaduan, Pengaduan diterima melalui :

Saran dan Masukan/ -
Apresiasi

Langsung ke Seketariat Dinas Pendidikan Kabupaten
Tulungagung J1. Ki Mangunsarkoro No. 29 Beji Boyolangu
Website Kontak Pengaduan dengan alamat
https://disdik.tulungagung.go.id /kontak-kami

Diidentifikasi dan ditindaklanjuti

Dimusyawarahkan untuk mendapatkan solusi

B. Manufacturing

1

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



https://disdik.tulungagung.go.id/kontak-kami/

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022
Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64
Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65
Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66
Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan
Menengah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012
tentang Standar Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang
Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat
Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat
Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan
Pengganti ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2018 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2
Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung
17. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 20 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten

Tulungagung.

Sarana dan Prasarana,
dan/atau Fasilitas

- Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
dengan pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah

- Alat tulis kantor

- Komputer/laptop yang dilengkapi printer

- Loket Pelayanan

- Kotak Saran

- Ruang Tunggu

Kompetensi Pelaksana

- Mampu mengoprasikan Komputer, mengerti tentang IT dan
aplikasi data pelayanan.

- Bersikap ramah dan sopan serta berorientasi pada pelayanan.

- Berkomitmen pada aturan dan maklumat pelayanan

Pengawasan Internal

Pengawasan dilaksanakan secara berkala :
- Pengawasan atasan langsung
- Kabid Pembinaan SD
- Sekretaris Dinas
- Kepala SKPD

Jumlah Pelaksana

3 orang terdiri :

- Kepala Bidang Pembinaan SD

- Kasi Kelembagaan dan Peserta Didik SD
- Pelaksana / Staf Administrasi




Jaminan Pelayanan

Sesuai dengan Maklumat Pelayanan

Memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati
Menanggapi serta menindaklanjuti keluhan atas pelayanan
Menjamin  kerahasiaan berkas pemohon yang masuk
dipelayanan dan diagendakan dalam buku register

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan di Ruang/Gedung
yang memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang baik
Keamanan terdapat CCTV yang terus mengamati pelayanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi Kinerja Pelaksana secara periodik dilakukan sedikitnya
3 (tiga) bulan sekali;

Hasil Evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan
mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan
pelayanan serta merumuskan langkah perbaikan.




